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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS  PELAKSANAAN NIKAH GRATIS SEBAGAI 

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  NO.19 TAHUN 2015 

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur) 

 

Oleh : 

Riki Sanjaya Alam 

1171783 

 

Dalam melakukan pernikahan  seorang pria dan wanita harus membayar 

administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak KUA berdasarkan Peraturan-

Peraturan Pemerintah yang sekarang beraku Peraturan Pemerintah no 19 tahun 

2015 tentang Nikah Gratis, yang apabila dilakukan akad di kantor KUA  dan pada 

hari jam kerja akan di kenakan 0.- Rupiah,  seberapa efektivistas pernikahan di 

KUA Metro Timur sesuai dengan Peraturan  Pemeritah No.19 tahun 2015 tentang 

Nikah Gratis. Dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Pemerintah  

no. 19 tahun 2015 yang dilaksanakan di KUA Metro Timur 

 

Penelitian ini merupakan penelitian  lapangan  untuk menyelidiki gejala objektif 

yang terjadi  

Di lokasi  KUA Kecamatan Metro timur yang bersifat deskriftif yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adaya. Sumber-

sumber data melalu wawancara langsung terhadap Kepala KUA, Penghulu, dan 

masyarakat yang akan menikah di KUA Kecamatan Metro Timur baik yang 

menikah  di dalam kantor KUA atau di luar kantor KUA. 

 

Penelitian ini menunjukan bahwa meskipun tidak signifikan jumlah perkawinan 

yang dilaksanakan di dalam  kantor KUA Metro Timur sebagai Peraturan 

Pemerintah no 19 tahun 2015  bahwa peristiwa pernikahan  pada bulan  Januari – 

Desember tahun 2017 dari total 254 peristiwa nikah dan sekitar 34 peristiwa 

pernikahan yang menikah di kantor KUA Metro Timur jika dipresentase ada 

sebayak 13 persen walaupun  latar belakang masyarakat menikah di dalam  

kantor KUA  Metro Timur seperti legalisasi pernikahan sirri ataupun hamil 

duluan atau di luar nikah. Ini membuktikan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 

2015 memiliki peran dalam peristwa pernikahan di masyarakat Kecamatan Metro 

Timur. 
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MOTTO 

 

                         

                    

 

Artinya : 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. [30:21] 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh.
1
 Perkawinan menurut Islam adalah 

pernikahan yaitu akad yang paling kuat untuk menaati Allah dan 

melaksanakan ibadah. Akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan 

bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalakan 

bersenang-senang nya perempuan dengan laki-laki.
2
 

Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawadah dan rahmah. Pernikahan itu tidak hanya cukup dengan 

adanya ikatan lahir dan ataupun batin saja melainkan harus keduanya. Suatu 

ikrar lahir ialah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya hubungan 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan kata lain disebut 

hubungan formil
3
. 

Sesuai didalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan bahwasanya “Perkawinan dapat sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu”.Selanjutnya pasal 2 ayat 

(2)bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang 

                                                           
1
 Dep Dikbud, KamusBesarBahasaIndonesia,( Jakarta:Balai Pustaka,1994), h. 456. 

2
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 7.  

3
 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga,( Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 2.  



berlaku”.
4
 Maka apabila perkawinan yang dilakukan diluar Pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini 

menjadi Peran Utama Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan 

Pencatatan Nikah dikarenakan seorang yang menikah tanpa dicatat oleh 

Pejabat Pencatat Nikah atau sekarang disebut Penghulu maka pernikahannya 

tidak sah. Dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama (KUA) telah berusaha 

semaksimal mungkin agar perkawinan di wilayah kerjanya dapat melakukan 

pencatatan dan sesuai Undang-undang yang berlaku. 

Dalam melakukan pernikahan seorang pria dan wanita harus 

membayar Administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak KUA berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 Tentang Biaya Pencatat Nikah di 

KUA kecamatan sebesar Rp. 30.000,- dibayarkan kepada bendaharawan 

khusus atau kepala KUA. Apabila pernikahan dilakukan diluar KUA maka 

biaya pencatat nikah ditambah sebesar Rp. 50.000,- menjadi Rp. 80.000,- 

dibayar langsung kepada PPN/ pembantu PPn yang menghadiri akad nikah 

diluar KUA.
5
 Di dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2001, masih memiliki 

banyak kelemahan yaitu kurangnya Tranparansi Biaya pihak KUA dan masih 

awamnya pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Dikarenakan biaya 

masih dibayarkan secara langsung pada bendaharawan khusus atau kepala 

KUA. Hal ini pihak KUA terkadang menambahkan uang transportasi sehingga 

                                                           
4
 Kompilasi Hukum Islam ( Bandung : fokus Media, 2012), h. 7. 

5
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, ( Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011). h. 26. 



biaya yang tadinya sebesar Rp.80.000 yang telah ditentukan oleh peraturan 

pemerintah bisa berubah-ubah sesuai dengan kemauan para pihak KUA.
6
 

Setelah Peraturan Pemerintah  No. 51 Tahun 2001 Pemerintah telah  

mengganti dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif 

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian 

Agama. Biaya Pencatat Nikah dan Rujuk diKantor Urusan Agama  

perperistiwa sebesar Rp. 30.000,-. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 

dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tidak mempunyai perubahan 

yang mengarah pada suatu hal yang lebih baik, bahkan transparansi semakin 

bertambah jauh. Faktor tersebut berupa ketidaktahuannya masyarakat tentang 

kisaran biaya pencatatan pernikahan selain itu adanya kebiasaan masyarakat 

yang selalu meminta pihak ketiga ataupun pengguna jasa untuk mengurus 

administrasi pencatatan pernikahan di kantor urusan agama sehingga 

masyarakat harus membayar lebih dari standar ketentuan administrasi. Dan 

selain  tidak adanya sosialisasi tentang Biaya Pencatatan Nikah yang diatur 

oleh Peraturan Pemerintah.
7
 

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2004 diganti menjadi Peraturan 

Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang Multi Tarif yang dikenakan pada 

masyarakat yang akan menikah,Kementerian Agama (Kemenag) melalui 

Dirjen Bimas Islam, menegaskan bahwa sampai saat ini kementerian tersebut 

                                                           
6
 Hasil Pra-survey wawancara dengan Bapak Drs. H. Dedi Priyatna Penyuluh Fungsional 

KUA Metro Timur tanggal 10  November 2017 
7
.Muhammad Bilal Saputra, “Respon Masyrakat dan Penghulu KUA di Kecamatan 

Rancabungur Kabupaten Bogor Mengenai Biaya Administrasi Pernikahan Pasca Revisi PP No.47 

Tahun 2004 Menjadi PP No.48 Tahun 2014” dalam  http:// repository.uinjkt.ac.id/ diunduh  12 

agustus 2017 



tidak pernah mengumumkan adanya biaya tambahan pernikahan karena hal itu 

sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014. 

Penegasan tersebut disampaikan untuk memastikan bahwa kini tidak ada lagi 

pungutan biaya (gratifikasi) di luar ketentuan. sebelumnya mengakui bahwa di 

berbagai daerah, dalam hal pembayaran nikah, prosedurnya jika menikah di 

luar kantor urusan agama (KUA) dikenai tarif Rp600.000. Itu tarif resmi yang 

harus dibayar melalui bank yang telah ditunjuk. Tetapi pada praktiknya ada 

pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan keluarga pasangan pengantin itu 

bahwa pengurusan pembayaran diwakilkan kepada petugas kelurahan atau 

pihak lainnya. Oknum ini kemudian minta pembayaran di atas tarif resmi 

antara Rp800.000 atau lebih. Padahal pembayaran ke bank dapat dilakukan 

secara langsung dan tanda bukti diperlihatkan kepada KUA terdekat.
8
 

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 Tentang Biaya Pencatat 

Nikah di KUA, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atau 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 

2014 Tentang Multi Tarif yang dikenakan pada masyarakat yang akan 

menikah diubah dan diganti menjadi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 

yaitu Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berlaku pada Kementerian Agama.Peraturan pemerintah No.19 tahun 2015 

bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua yaitu gratis atau 0.00,- 

                                                           
8.
 Hasil Pra-survey wawancara dengan Bapak Drs. H. Dedi Priyatna  Penyuluh Funsional 

KUA Metro Timur tanggal 10  november 2017 



rupiah jika proses Nikah dilakukan pada jam kerja di Kantor Urusan Agama 

(KUA) dan kedua dikenakan biaya Rp. 600.000,-  jika dilakukan diluar KUA.
9
 

Di dalam keluarnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 kantor 

urusan agama lebih memaksimalkan dalam memberikan informasi tentang 

Nikah Gratis kepada masyarakat melalui para penyuluh agama, baik penyuluh 

fungsional maupun penyuluh agama non PNS di kecamatan setempat. Kantor 

Urusan Agama menjadi lebih berintergritas dan terbebas dari Gratifikasi serta 

menjelaskan keuangan yang harus dibayar oleh masyarakat. Dan proses 

pembayaran lebih mudah karena pembayaran dilakukan melalui bank yang 

pembayaran tersebut langsung kepada Pemerintah serta meringankan 

masyarakat yang tidak mampu.
10

 

Berdasarkan hasil Prasurvei melalui obsevasi yang Peneliti lakukan di 

KUA Metro Timur masyarakat masih banyak yang menikah di luar kantor 

KUA dari bulan Januari-September lebih banyak yang di luar kantor KUA 

daripada di kantor KUA dengan data yang nikah di kantor 64 pasangan calon 

suami-istri sedangkan yang menikah di dalam kantor 8 pasangan calon suami-

istri.
11

 Ketika penghulu menikahkan di KUA, masyarakat memang sudah tidak 

memberikan amplop yang berisikan uang, namun masyarakat masih 

memberikan nasi bungkus kepada pegawai-pegawai KUA. Meskipun 

pemberian nasi bungkus tersebut sebagai rasa terima kasih masyarakat kepada 

                                                           
9.
 Hasil Pra-Survey wawancara dengan Bapak Drs. H. Dedi Priyatna Penyuluh Fungsional 

KUA Metro Timur tanggal 09 November 2016 
10

. Hasil Pra-survey wawancara dengan Bapak Drs. H. Dedi Priyatna Penyuluh Fungsional 

KUA Metro Timur tanggal 10  November 2017 
11

 Hasil Pra-survey wawancara dengan bapak Subandi selaku kepala KUA Metro Timur 
tanggal 7 Desember 2017  



petugas, namun pemberian itu tidak diperbolehkan, karena dengan 

diberlakukannya PP Nomor 19 tahun 2015 pemberian masyatakat seperti nasi 

bungkus tersebut termasuk bagian gratifikasi.pernikahan dikaji dan diteliti 

lebih jauh tentang Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis sebagai Penerapan 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 (Studi Kasus KUA Metro Timur) 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

       Dalam Latarbelakang Masalah muncul  pertanyaan penelitian, yaitu : 

Bagaimana Efektifitas Pernikahan di KUA Metro Timur sesuai Peraturan 

Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang Nikah Gratis ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Peraturan 

Pemerintah No.19 tahun 2015 yang dilaksanakan di KUA Metro Timur. 

 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan keilmuan dalam 

bidang hukum keluarga,khususnya terkait tariff perkawinan menurut 

peraturan per-UU di Indonesia tentang Efektifitas Peraturan 

Pemerintah No.19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis 

 



b. Manfaat Praktis 

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada masyarakat dan serta dapat dijadikan sebagai kajian untuk 

pertimbangan pembahasan yang selanjutnya yang berhubungan dengan 

masalah ini. 

D. Penelitian Relevan 

Berdasakan penellitian yang dilakukan, peneliti mengemukakan dan 

menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti 

sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu 

dilakukan dalam bagian ini. Untuk menunjukkan perbedaan penellitian 

dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :  

1. Sebuah skripsi yang mengajukan “Respon Penghulu KUA Kecamatan 

Pamulang Tentang Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk”
12

 

Penelitian ini menekankan tentang pembebasan biaya administrasi nikah 

dan rujuk yang akan diangkat oleh kementerian agama adapun respon 

penghulu mengenai pembebasan biaya administrasi nikah dan rujuk akan 

memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang akan melakukan 

pernikahan dan /atau rujuk. Selain itu dampak positif ini akan mengubah 

pandangan negatif masyarakat terhadap penghulu atas adanya Biaya 

Administrasi Nikah dan Rujuk. 

                                                           
12

 Andika Kharis Ahmadi , “Respon Penghulu KUA Kecamatan Pamulang Tentang 

Pembebasan Biaya Administrasi Nikah dan Rujuk” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Syarif Hidayahtullah , 2013 



Kesamaan skripsi terdahulu yaitu membahas biaya pernikahan 

yang ada di KUA dan yang membedakan skripsi tedahulu membahas 

tentang respon masyarakat dan penghulu tentang Biaya Pernikahan PP 

No. 48 tahun 2014 sedangkan skripsi penulis buat tantang Efektifitas PP 

No. 19 tahun 2015  . 

2. Skripsi selanjutnya berjudul “Faktor Penyebab Biaya Adnimistrasi 

Pencatat Nikah Menjadi Tinggi (Studi Kasus Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)” ditullis oleh 

Imam Zakinudin,  mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta.
13

 

Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan tentang tingginya administrasi pencatatan nikah di KUA 

kecamatan Bumi Jawa, faktor tersebut berupa tidaktahuan masyarakat 

tentang berapa kisaran biaya pencatatan pernikahan yang mengacu pada 

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 sebesar Rp.30.000, selain adanya 

pihak ketiga ataupun penguna jasa untuk mengurus administrasi 

pencatatan nikah di kantor Urusan agama. Sehingga masyarakat harus 

memberi imbalan lebih dari standar ketentuan administrasi. Selain itu juga 

tidak adanya sosialisasi tentang biaya administrasi pencatatan nikah yang 

diatur oleh peraturan pemerintah di wilayah kecamatan bumi jawa. 
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 Imam Zakiyudin,”Faktor Penyebab Biaya Administrasi Tinggi : Studi Pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal 2009-2013” Skripsi Mahasiswa Fakultas 

Syariah Dan Hukum UIN Hidayahtullah 



 Kesamaan skripsi ini membahas tentang biaya pernikahan yang ada 

di KUA dan yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis 

adalah Peraturan Pemerintah yang dijadikan acuan dalam skripsi terdahulu 

menggunakan PP. No.47 Tahun 2004 yang di dalamnya menyatakan 

bahwasanya biaya administrasi pencatatan perkawinan sebesar sebesar Rp. 

30.000,-  sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan PP no. 48 tahun 

2015 yang menyatakan bahwa biaya administrasi pencatatan perkawinan 

yang dilakukan di dalam jam kerja dan di kantor KUA sebesar Rp. 0.- 

sedangkan apabila dilakukan di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp. 

600.000.  

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Dasar Dasar Umum Tentang Pernikahan  

1. Pengertian Pernikahan  

    Dalam bahasa Indonesia, “pernikahan”, artinya mengumpulkan, 

saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (athi). “Kata 

nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), 

juga untuk arti akad nikah.
14

 

    Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku 

pada semua mahluk-nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai 

jalan bagi mahluk-nya berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
15

 

Beberapa penulis juga terkadang menyebutkan pernikahan dengan 

perkawinan. Dalam bahasa indonesia, “perkawinan” berasal dari kata 

“kawin”, yang dalam bahasa Indonesia artinya “membentuk keluarga 

dengan lawan jenis;  melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.
16

 

   Undang-Undang replublik indonesia 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan intruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi 

hukum islam yang merumuskan demikian: perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
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 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat I (bandung: pustaka setia,1999), h.9.   

       
16

 Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ( Jakarta: Bintang Indonesia, 1994), h. 224. 



berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
17

 Definisi 

dalam Komilasi hukum Islam yang merumuskannya sebagai berikut: 

“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan”, yaitu “akad 

yang kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah allah dan 

melasanakannya merupakan ibadah”.
18

 

2. Dasar Hukum Nikah 

     Hukum nikah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan 

biologis antar jenis dan hak serta kewajiban dengan akibat perkawinan 

tersebut. Perkawinan adalah Sunnatullah, hukum alam di dunia. 

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-

tumbuhan karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan 

bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. 

           Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi 

sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk 

yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan 

kemaslahatan. Perbedaan pendapat ini kata Ibnu rusyd disebabkan 

adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah alam ayat dan 

hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan 

wajib, sunnah atau mubah.
19
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 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2012). h. 16.  



Dalam Al-quran surat an-nisa ayat 3 : 

                            

                              

  

 

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 

Perkawinan yang merupakan Sunnatullah pada dasarnya  

adalah mubah, namun berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum 

yang lima) menurut perubahan keadaan : 

 

a. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang didalam 

menambah Taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang mampu yang 

akan menjaga jiwa dan meyelamatkannya dari perbuatan haram. 

Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. 

b. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak 

mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan lahir  

seperti memberik nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan keajiban 

batin seperti mencampur istri. 

c. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia 

masih sanggup mengendalikan diri dari perbuatan haram, dalam 

hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena 

membujang tidak di ajarkan oleh Islam. 

d. Nikah Mubah yaitu bagi orang uang tidak berhalangan untuk nikah  

dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum 

wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.
20
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3. Tujuan Pernikahan 

   Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang hamonis, 

sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah SWT  mempunyai 

naluri  manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu 

manusia diciptakan oleh allah SWT untuk mengabdikan dirinya 

kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidup, allah SWT 

mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.
21

 Tujuan 

perkawinan ialah memnuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. 

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:  

                         

                            

               

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan 

kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, 

harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 

dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). 

 

 

     Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai 

kecendrungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan 

cinta harta kekayaan. Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan 

perkawinan ialah menurut perintah allah untuk memperoleh 

keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah 
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tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam islam 

selain itu memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. 

Juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta 

meneruskan keturunan dalam menjadikan hidup di dunia ini, juga 

mencegah dalam perzinahan agar terciptanya ketenangan dan 

ketentraman jiwa bagi yang bersangkuan, ketentraman keluarga 

dan masyarakat. 

4. Rukun dan Syarat Pernikahan  

       Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

atau tidaknya suatu perkerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu,  seperti membasuh muka untuk wudhu dan 

takbiratul haram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki / 

perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada 

yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkerjaan (ibadah), tetapi 

sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti 

menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-

laki/ perempuan itu harus beragama Islam. 

a. Rukun perkawinan 

1)  Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan 

perkawinan. 

2) Adanya pihak calon pengantin wanita. 

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada 

seseorang wali aau wakilnya yang akan menikahkannya. 



3) Adanya dua orang saksi 

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang 

saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. 

4) Sighat akad nikah 

Yaitu ijab kabul yang diucapkan olh ali atau 

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon 

pengantin laki-laki. 

b. Syarat Pernikahan 

Syarat–syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan 

itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai 

suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan 

itu : 

1) Syarat-syarat pengantin pria. 

Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, 

yaitu: 

a) Calon suami beragama Islam 

b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-laki 

c) Orangnya diketahui dan tertentu. 

d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin 

dengan calon istri 



e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon 

istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. 

f) Calon rela (tidak dipaksa) untuk mlakukan 

perkawinan itu 

g) Tidak sedang melakukan ihram 

h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu 

dengan calon istri 

i) Tidak sedang mempunyai istri empat. 

2) Syarat –syarat calon pengantin perempuan: 

a) Beragama Islam 

b) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci) 

c) Wanita itu tentu orangnya 

d)  Halal bagi calon suami 

e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan 

tidak masih dalam ‘iddah. 

f) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 

3) Syarat-syarat wali 

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai 

perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. 

Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan 

adil (tidak fasik) dan perkawinan tanpa wali tidak sah. 

4) Syarat-syarat saksi  



Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang 

laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta 

mengerti akan maksud akad nikah. Ada yang berpendapat 

bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut : 

a) Berakal, bukan orang gila 

b) Baligh, bukan anak-anak 

c) Merdeka, bukan budak 

d) Islam 

e) Kedua orang saksi itu mendegar 

B. Pelaksanaan Nikah Dengan Aturan PP No. 19 Tahun 2015 

1. Proses pelaksanaan nikah dengan aturan di indonesia 

       Sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan 

hukum masing-masing agamanya setelah dilakukan perkawinan 

maka perkawinan tersebut harus dicatatkan oleh pegawai pencatat 

nikah di KUA prosedur pencatatan perkawinan
22

 : 

a. Pemberitahuan kehendak nikah dari yang bersangkutan ke 

kantor kecamatan, menggunakan blangko N-7 

b. Sebelum hari pernikahan dilakukan pemeriksaan nikah baik 

secara teknis maupun administrasi di Kantor Urusan 

Agama setempat menggunakan blangko NB 

c. Pengumuman kehendak nikah di  umumkan dengan 

Blangko 

d. Pernikahan dicatat dengan buku akta nikah dan 

ditandatangani oleh masing-masing yang terlibat yaitu 2 

orang saksi 

e. Kutipan Akta Nikah atau buku Nikah 
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Pencatatan nikah dilangsungkan di bawah pengawasan 

pegawai pencatat nikah dan dicatat dalam akta nikah atau akta 

perkawinan rangkap dua menggunakan Blangko modal N. Dibuat 

kutipan buat suami dan istri akta perkawinan ini lain memuat : 

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/ kepercayaan, 

pekerjaan dan tempat kediaman suami/ istri, apabila salah 

seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama 

istri atau suami terdahulu. 

b. Nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman 

orang tua mereka. 

c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),3,4 dan (5) 

undang-undang 

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)  

undang undang 

e. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 

undang-undang 

f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) 

undang-undang 

g. Izin dari pejabat yang ditunjuk dari mentreri kehakiman / 

pangap bagi anggota angkatan bersenjata 

h. Perjanjian perkawinan bila ada 

i. Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat 

kediaman para saksi wali nikah bagi yang beragama islam 

j. Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat 

kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui surat 

kuasa
23

.  

 

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi 

perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan 

dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum perkawinan 

yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang wajib dilaporkan 

oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya 

peristiwa pekawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal 
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perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan 

hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya 

perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-

hak keluarga seperti hak waris atau lain-lain.
24

 

2. Tampat pelaksanaan nikah dalam aturan administrasi Indonesia 

Dalam peraturan menteri agama  Nomor  1 tahun 2007 

tentang Pencatatan Nikah didalan Bab IX  tentang akad nikah pasal 

21 yaitu : 

(1) Akad nikah harus dilaksanakan  di KUA 

(2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, 

akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.
25

 

3. Biaya di Kantor dan di luar Kantor KUA 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2015 tentang jenis dan 

tarif penerimaan negara bukan pajak pasal 5 :  

a. Nikah dan rujuk  

Dikantor urusan agama kecamatan pada hari jam kerja 

dikenakan tarif 0 (nol) rupiah. 

b. Nikah di luar kantor urusan agama dan atau di luar hari 

jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,-  

c. Bagi wanita tidak mampu secara ekonomi dan warga 

yang  terkena bencana dikenakan tarif 0 (nol) rupiah 

dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari 

lurah/ kepala desa.
26
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4. Biaya nikah disetorkan sebagai PNBP 

Berdasarkan peraturan pemerintah No.51 tahun 2001 biaya 

Pencatat Pernikahan di KUA Kecamatan sebesar Rp 30.000,- 

kepada bendaharawan khusus / kepala KUA. Apabila pernikahan 

dilakukan di luar KUA maka biaya pencatatan nikah di tambah 

sebesar Rp.50.000.- menjadi Rp. 80.000,- dibayar langsung kepada 

PPN / pembantu PPN yang menghadiri akad nikah di luar KUA. 

Pada tanggal 27 Juni 2014 Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah No. 48 tahun 

2014. Peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 ini merupakan 

perubahan atas peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2004. Adapun 

isinya adalah sebagai berikut:  

Menetapkan : Peraturan pemerintah tentang perubahan atas 

peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis 

penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen 

Agama. Dalam Pasal 1 ada Beberapa ketentuan dalam peraturan 

pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis 

penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen 

Agama diubah sebagai berikut: 

Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 



1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor 

Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya 

pencatatan nikah atau rujuk. 

2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor 

Urusan Agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan 

jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan. 

3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi 

dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di 

luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol 

rupiah). 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk 

dapat dikenakan terif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga 

negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban 

bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor 

Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur dengan Peraturan Peraturan pemerintah No.19 

tahun 2015 tentang jenis dan taif atas jenis penerimaan negara 

bukan pajak  
 

      Peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014 digantikan menjadi 

peraturan pemerintah No.19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif 

penerimaan negara bukan pajak pasal 5 :  

d. Nikah dan rujuk  

Dikantor urusan agama kecamatan pada hari jam kerja 

dikenakan tarif 0 (nol) rupiah. 

e. Nikah di luar kantor urusan agama dan atau di luar hari 

jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,-  

f. Bagi wanita tidak mampu secara ekonomi dan warga 

yang  terkena bencana dikenakan tarif 0 (nol) rupiah 

dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari 

lurah/ kepala desa.
27
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang berjudul EFEKTIFITAS PELAKSANAAN NIKAH 

GRATIS SEBAGAI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.19 

TAHUN 2015 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Metro Timur ) Merupakan 

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi 

tersebut dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian ini 

di lakukan  penelitian lapangan ( field Research ). yang di lakukan di KUA 

Kecamatan Metro Timur.
28

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.
29

 Maka dengan demikian, 

penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang 

tampak dari objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari 
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fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti dalam 

penelitian ini yaitu “efektifitas pelaksanaan nikah gratis sebagai penerapan 

peraturan pemerintah No. 19 tahun 2015.”. 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
30

 Sumber data terbagi menjadi dua 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah 

penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data pada pengumpul data.
31

 Adapun sumber-sumbernya adalah hasil 

observasi dan wawancara langsung terhadap kepala KUA, staf KUA dan 

orang yang nikah baik di luar KUA dan di dalam KUA 

2. Sumber data sekunder 

Sumber sekunder dapat disebut juga sumber yang tidak langsung 

memberikan  data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.
32

  

Selain itu juga adapun data sekunder dalam enelitian ditambahkan 

dengan buku, serta wawancara terhadap masyarakat yang akan menikah di 

KUA Metro Timur. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan 

data yang tepat dan akurat, yaitu: 

1. Wawancara/Interview 

Wawancara/interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk 

menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang 

variabel, latar belakang masyarakat menikah di luar kantor KUA dan di 

dalam kantor KUA, kepala KUA, sikap terhadap sesuatu.
33

  

 

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara 

terstruktur/terpimpin, wawancara tidak terstruktur/bebas, dan wawancara 

semi terstruktur/bebas terpimpin.
34

 Wawancara terstruktur/terpimpin artinya 

pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

sekaligus alternatif jawaban telah disediakan. Sedangkan wawancara tidak 

terstruktur/bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja 

kepada nara sumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan 

dikumpulkan. Dalam hal ini nara sumber berhak untuk menjawab sesuai 

dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur/bebas 

terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur/terpimpin dengan 

wawancara tidak terstruktur/bebas.  
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Dari tiga macam  metode wawancara tersebut maka penulis 

menggunakan metode wawancara terstruktur/bebas yang ditujukan kepada 

Kepala KUA dan staf pegawai KUA dan masyarakat. Metode wawancana 

ini penulis gunakan untuk mendapatkan data terkait Efektivitas Peraturan 

Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang Nikah Gratis. 

2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai partisipan atau terlibat dan non 

partisipan atau tidak terlibat terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
35

 Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan”.
36

 Pengertian lain Observasi adalah 

“pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian.
37

 Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati 

langsung objek penelitian di lapangan dan pelaksanaan Peraturan 

pemerintah No 19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis, untuk mendapatkan 

data-data yang terkait dengan Peraturan pemerintah No 19 tahun 2015 

tentang Nikah Gratis dalam peningkatan mutu layanan nikah di KUA Metro 

Timur. 
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3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
38

 Teknik dokumentasi yang 

berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau 

organisasi maupun perorangan. 

Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data 

yang terkait dengan: 

a. Profil  KUA Metro Timur. 

b. Struktur organisasi  

c. Data KUA tentang catatan pernikahan. 

d. Sarana dan prasarana. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain. Sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.
39
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

model Milles dan Huberman tahapan teknis analisis tersebut adalah, “data 

reduction, data display, dan conclution/verification”.
40

  

1. Data Reduction 

Reduction data adalah proses pemilihan dan pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, abtrasi dan tranformasi data kasar 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.  

Data reduksi penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 

kepada  para orangtua mengenai implementasi pendidikan anak dalam 

Islam, kemudian setelah data data diperoleh, penulis 

menyederhanakan data hasil wawancara untuk kemudian 

dikembangkan secara tersusun untuk menarik kesimpulan. 

2. Data Display 

Data Display adalah pengembangan sebuah diskripsi 

informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan mengambil 

tindakan. 

Data display adalah data yang penulis dapatkan dari data 

kasar (data reduksi) yang kemudia penulis simpulkan melalui 

pengembangan data hasil wawancara yang telah disederhanakan. 

3. Verification”.
41

 

Verification adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan 

oleh peneliti setelah mendapatkan hasil data reduction yang kemudian 
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diolah dengan data display yang mencari makna dari setiap gejala 

yang diperoleh selama melakukan penelitian. 

Teknik analisis ini memiliki tahapan yaitu dimulai dari 

pengumpulan data, di mana data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

sangat banyak, maka perlu untuk dilakukan reduksi data, yaitu meneliti, 

memilih dan memfokuskan data yang akan digunakan. Kemudian setelah 

data di reduksi data dikembangkan menjadi kesimpulan (data display) 

setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan (verification). Dengan 

demikian, dalam penelitian ini di kumpulkan kemudian diklasifikasikan 

dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu 

penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju kepada hal-hal 

khusus.
42

. 
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BAB IV 

 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Metro Timur 

1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Metro Timur 

Kota Metro dahulunya kota administratif Metro, yang sekarang 

menjadi Kota Metro, sebelum dimekarkan Kota Metro terdiri dari 2 

kecamatan induk yaitu Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul, 

namun dalam perkembangan selanjutnya serta pertumbuhannya dan 

atas kebutuhan mendesak disamping telah memenuhi syarat untuk 

dimekarkan, maka Kota Metro yang tadinya dua kecamatan 

dimekarkan menjadi 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Metro No. 25 tahun 2000 tanggal 16 Desember 2000
43

. 

Dari 5 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Metro Pusat, 

Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro 

Utara dan Kecamatan Metro Selatan. Sedangkan Kantor Urusan 

Agama Metro Barat merupakan kecamatan induk dahulunya 

Kecamatan Bantul. 

Kemudian bersarkan hasil keputusan rapat kepala-kepala KUA 

se-Kota Metro pada tanggal 9 mei 2001 dan surat kepala Kandepag 

kota metro nomor : Mh.VIII/2/BA.01/591/2001 tanggal 15 mei 2001 

perihal pemecahan Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal tersebut 
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diatas sebagai upaya kelengkapan data maka dijelaskan sedikit profil 

KUA Metro Timur.
44

 

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Metro Timur 

Kota Metro memiliki wilayah 68,74 KM2 yang memiliki 5 

kecamatan yaitu: Kecamatan Metro Pusat, Metro Utara Metro Barat, 

Metro Selatan dan Metro Timur. Kecamatan Metro Timur memiliki 

luas : 12,10 KM2, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Metro tahun 2012 adalah 167.206 jiwa yang 

terdiri atas 84.966 lak-laki dan 82.240 perempuan. Metro Timur 

memiliki jumlah penduduk perempuan 20.013 dan penduduk laki-laki 

19.553 yang total keseluruhan penduduk di metro timur adalah 39.566  

administrasi pemerintahan kota metro meliputi 5 kecamatan dan 22 

kelurahan denga rincian Kecamatan Metro Timur  terdiri dari; 

Kelurahan Iringmulyo, Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Yosomulyo, 

Kelurahan Tejosari dan Kelurahan Tejoagung 

3. Fasilitas KUA Metro Timur Sebagai Tempat Pernikahan 

a. Pelayanan Nikah 

Kantor Urusan Agama sebagai unit terdepan yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk 

senantiasa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

KUA harus maju sesuai dengan tuntutan dan perkembangan  

zaman. Oleh sebab itu dilakukan pembenahan dan 
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pembaharuan, baik menyangkut regulasi, sarana dan prasarana 

sehingga memiliki standar kualitas yang jelas karena pelayanan 

yang diberikan oleh KUA berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat luar. maka terdapat peraturan yang perlu 

dipedomani dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada publik, antara lain UU No. 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, Kepmenpan No. 25 tahun 2004 tentang 

pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit 

pelaksanaan instansi pemerintah, dan PMA No.18 tahun 2010 

tentang  program percepatan melalui penyelenggara layanan 

unggulan di lingkungan kementerian agama
45

. 

Pada Kepmenpan No.25 tahun 2004, agar pelayanan 

bisa memuaskan masyarakat, maka terdapat 14 unsur yang “ 

Relevan ,Valid dan Reliabel” sebagai unsur minimal harus ada, 

yaitu; 1) Prosedur pelayanan, 2) Persyaratan pelayanan, 3) 

Kejelasan petuga pelayanan, 4) Kedisiplinan petugas 

pelayanan, 5) Tanggung jawab petugas pelayanan, 6) 

Kemampuan petugas pelayanan 7) Kecepatann pelayanan, 8) 

Keadilan mendapatkan pelayanan, 9) Kesopanan dan 

keramahan, 10) Kewajaran biaya pelayanan 11) Kepastian 

biaya pelayanan, 12) Kepastian jadwal pelayanan, 13) 

Kenyamanan lingkungan dan 14) Keamanan pelayanan. 
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Keempat belas standar pelayanan di atas apabila dapat 

terpenuhi, maka tingkat kepuasan masyarakat akan semakin 

baik. Unsur yang di akomodir dalam PP No.19  tahun 2015 

adalah point 10 dan point 11, yaitu kewajaran biaya pelayanan 

dan kepastian biaya pelayanan. Menikah di KUA atau jam 

kerja biayanya adalah Rp.0,- sedangkan menikah diluar jam 

kerja kantor atau di luar kantor KUA biayanya adalah 

Rp.600.000,-
46

 

b. Biaya Nikah 

Sebagian masyarakat kepuasan setelah biaya 

pernikahan diatur secara jelas 2 (dua) pilihan ; Rp 0,- bila 

dilaksanakan di KUA pada jam kerja kantor KUA Metro 

Timur  dan bila dilaksanakan di luar KUA Metro Timur yaitu 

Rp. 600.000,- 

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang telah 

melangsungkan pernikahan baik di KUA dan di luar KUA 

Kecamatan Metro Timur selama priode 2017  dapat dianalisis 

bahwa mengenai Biaya Nikah masyarakat Metro Timur diberi 

pilihan sebagai mana diatur pada Peraturan Pemerintah No.19 

Tahun 2015 yaitu, Rp 0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di 
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KUA pada jam kerja kantor KUA Metro Timur  dan bila 

dilaksanakan di luar KUA Metro Timur yaitu Rp. 600.000,-  

dimana hal tersebut disambut baik  oleh masyarakat. Adanya 

kepastian tarif tentang Biaya Nikah yang di tetapkan oleh 

pemerintah menimbulkan keridak raguan masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian KUA Kecamatan Metro 

Timur bahwa masyarakat yang telah melaksanakan di bulan 

Januari-Desember 2017 bahwa Biaya Pencatatan Pernikahan 

yang dilakukan KUA Metro Timur relatif terjangkau dengan 

adanya PP No.19 tahun 2015 tentang Biaya Nikah Rp 0,- bila 

dilaksanakan di KUA pada jam kerja kantor KUA Metro 

Timur  dan bila dilaksanakan di luar KUA Metro Timur yaitu 

Rp. 600.000,-
47

 

c. Tempat Pernikahan 

Pernikahan merupakan peristiwa hukum, artinya 

terpenuhinya persyaratan administrasi yang telah diatur dengan 

undang-undang yang berkaitan dengan persyaratan pernikahan 

itu sendiri. Peristiwa hukum maksudnya pernikahan itu dilihat 

dari sisi aturan yang ada baik persyaratan, pendaftaran, 

pemeriksaan, pelaksanaan maupun pencatatan pernikahan. 
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Ketentuan PNBP menjelaskan bahwa pelaksanaan 

nikah dapat dilaksanaan di 2 (dua) tempat yaitu di KUA dan di 

luar KUA. Di luar KUA maksudnya dapat dilaksanakan di 

rumah, di masjid, di gedung ataupun tempat lainnya yang 

dianggap paling baik. 

Pengertian balai nikah adalah suatu ruangan tempat 

yang ada didalam Kantor Urusan Agama yang berfungsi untuk 

melaksanakan akad nikah yang merupaka salah satu dari 

fasilitas KUA. KUA Metro Timur menurut hasil penelitian 

sudah melakukan dengan sangat  baik, dengan adanya tempat 

untuk menikahkan kedua pasangan pengantin dan para saksi –

saksi  guna syarat menikahkan hanya saja muatan dalam 

ruangan hanya mampu menampung sekitar 10 orang. 

Akan tetapi balai nikah sendiri juga memiliki beberapa 

kekurangan atau kelemahan yang mungkin hal tersebut 

menjadi balai nikah kurang diminati masyarakat. Dan salah 

satunya dilihat dari segi waktu balai nikah pada hari dan jam 

kerja saja sedangkan banyak pada umumnya masyarakat 

melaksanakannya pada hari libur, seperti hari sabtu dan 

minggu
48

 

                                                           
48

 Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hadi  selaku  Penghulu di KUA Metro Timur 
tanggal 7 Desember 2018 



B. Efektifitas Pelaksanaan Nikah di Metro Timur 

1. Peristiwa Pernikahan di KUA Metro Timur 

Dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 amandemen 

ke-IV ditegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum 

(rechsaat). Ini berarti bahwa republik indonesia adalah negara yang 

demikratis berdasarkan pancasila dan Uud 1945, menjunjung tinggi 

hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan 

kedudukan didalam hukum dan pemerintahan secara wajib 

menjunjung tinggi hukum pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya.  Pemahaman negara hukum adalah bahwa segala tindakan 

atau perbuatan harus di dasarkhan atas hukum
49

 

Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak-hak dan 

kewajiban sejak ia dilahirkan. Pasal 28B ayat (1) menyebutkan : 

“setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melaui perkawinan yang sah” 

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan 

yang sah memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga 

perkawinan memiliki unsur rohani yang memiliki peranan yang 

penting. Maka sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan 
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agama dan kepercayaan masing-masing, seperti yang dinyatakan 

dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan: 

“Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum 

masing-masing agamanya perkawinan tersebut harus dicatat oleh 

pegawai pencatat nikah. Pencatatan perkawinan adalah administrasi 

perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan dengan 

tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum perkawinan yang sah 

berdasarkan ketentuan undang-undang. Pencatatan perkawinan pada 

prinsipnya merupakan prinsip dasar dalam keluarga. 

Peraturan pemeninta No. 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif 

penerimaan negara bukan pajak, pernikahan dibagi menjadi dua yaitu 

pernikahan di kantor KUA dan di luar kantor KUA. Pada pasal 5: 

1. Nikah dan rujuk , di Kantor Urusan Agama kecamatan pada 

hari jam kerja dikenakan tarif 0,-  

2. Nikah diluar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari jam 

kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,-  

a. Di Kantor 

KUA Kecamatan Metro Timur dalam pelanyanan 

melayani masyarakat yang dilakukan dalam melaksanakan 



menyediakan pernikahan di kantor  menurut  peraturan 

pemerintah no.19 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif 

Penerimaan Negara Bukan Pajak  pasal 5 yaitu nikah dan 

rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada hari dan 

jam kerja dikenakan tarif Rp, 0,- (nol rupiah). bedasarkan 

data yang ada di KUA yang peneliti ambil,  nikah di 

Kantor  pada jam kerja yaitu  dilampirkan melalui tabel di 

bawah ini.; 

 

Bagan 1 nikah di luar kantor KUA 

Dalam data yang peneliti temui di lapangan bahwa 

pasangan yang menikah di dalam kantor KUA yaitu 34 

peristiwa pernikahan pada tahun 2017 
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b. Di luar kantor 

KUA kecamatan metro timur dalam pelanyanan 

melayani masyarakat yang dilakukan dalam melaksanakan 

menyediakan  pernikahan di kantor  menurut  peraturan 

pemerintah no.19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif 

Penerimaan Negara bukan  pajak  pasal 5 yaitu nikah dan 

rujuk di luar kantor urusan agama kecamatan pada hari dan 

jam kerja dikenakan tarif Rp, 600.000,- (enam ratus ribu 

rupiah) . bedasarkan data yang ada di KUA yang peneliti 

ambil,  nikah di Kantor  pada jam kerja yaitu  dilampirkan 

melalui bagan di bawah ini.; 

 

Bagan 2 nikah di luar kantor KUA 
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Dalam data yang peneliti temui di lapangan bahwa pasangan 

yang menikah di dalam kantor KUA yaitu 220 peristiwa pernikahan 

pada tahun 2017 

2. Jumlah Pengantin yang Memilih Nikah Di Kantor dan Di Luar 

Kantor KUA Metro Timur Tahun 2017 

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang 

Jenis dan Tarif Pemerintah Negara Bukan Pajak; Nikah dan Rujuk di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan pada hari jam kerja dikanakan tarif 

Rp.0,- dan di luar kantor KUA atau di luar hari jam kerja dikenakan 

tarif Rp.600.000,- pada dasarnya adalah untuk mempermudah 

masyarakat untuk melangsungkan Pernikahan di karenakan takut akan 

biaya pernikahan. Walaupun demikian nyatanya tidak meyurut animo 

masyrakat metro khusunya Kecamatan Metro Timur yang menaungi 

Kelurahan Iringmulyo,  Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejoagung. 

Bahkan aturan yang tertuang pada PP No.19 Tahun 2015 

tentang PNBP  atas Nikah dan Rujuk di kantor KUA Metro masih 

terjangkau bagi sebagian besar masyarakat metro khususnya 

Kecamatan Metro Timur. Hal ini terbukti dari data pernikahan yang 

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur. Yang 

ada pada tabel dibawah ini 



Data pernikahan KUA Metro Timur menikah di kantor dan diluar 

kantor tahun 2017 
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menikah di kantor KUA 34
50

, bapak Subandi selaku kepala KUA 

Metro Timur, banyak faktor yang melatar belakangi warga sehingga 

tetap memilih opsi mendatangkan langsung penghulu ke rumah 

pengantin atau menikah di luar kantor KUA. Faktor utama yang 

menjadi penentu juga yaitu hari pernikahan karena layanan di kantor 

KUA hanya berlaku pada hari efektif atau hari jam kerja sedangkan 

warga biasanya menggelar resepsi pernikahan di akhir pekan. Mau 

tidak mau petugas juga hanya bisa melayani di luar jam kantor atau 

datang langsung kerumah mempelai. faktor kenyamanan, tradisi atau 

adat, lebih berkesan, lebih syakral, dapat disaksikan orang banyak, 

lebih mudah, tidak perlu sewa mobil, terhindar dari imange negatif 

dan, dapat sekaligus resepsi. 

Presentase Nikah Di Kantor dan Di luar Kantor KUA 
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 Buku Jurnal Nikah KUA Metro Timur 2017-2018 

DI KUA 
13% 

DI LUAR 
KUA 
87% 

PERSENTASE PERNIKAHAN DI 
KANTOR DAN DILUAR KANTOR KUA 



3. Alasan Memilih Nikah Di Kantor atau Di Luar Kantor 

pada dasarnya akad nikah di KUA dan di luar KUA tidak 

berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, yang 

menjadi tolak ukur sahnya suatu pernikahan yaitu kesesuaian dengan 

apa yang telah di atur dalam hukum islam. Jika sudah terpenuhi rukun 

dan syarat nikah. Maka, pernikahan tersebut dinyatakan sah. Tapi, jika 

berbicara tentang kenegaraan tentu tidak akan sempurna jika tidak di 

catatkan oleh negara. Ijab dan khabul merupakan unsur utama karena 

termasuk dalam rukun nikah. 

Ada faktor kenapa warga menikah di luar kantor KUA karena 

menikah di luar kantor KUA menghindari image buruk karena jarang 

orang-orang menikah di kantor KUA karena tradisi warga di Kota 

Metro menikah itu di luar kantor KUA atau di rumah. kerena dianggap 

lebih berkesan dan dapat disaksikan oleh orang banyak sekaligus 

mempermudah dalam acara resepsi pernikahan karena tempat 

pernikahan dan tempat resepsi pernikahan yaitu satu tempat jadi tidak 

ribet untuk pindah-pindah.
51

 

Alasan yang kedua adalah permasalahan hari atau jadwal acara 

pernikahan karena pernikahan itu sakral dan ingin di saksikan oleh 

orang-orang terdekat jadi jadwal pernikahan dilakukan pada hari libur 

yaitu hari minggu. Di karenakan kantor KUA melayanin nikah secara 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Amri Wijaya selaku yang akan menikah di luar kantor 
KUA Metro Timur tanggal 9 Desember 2018 



gratis pada hari kerja. Jadi banyak yang berbenturan dengan jadwal 

yang sudah ditentukan oleh kedua pasangan
52

. 

Selain akad nikah di luar KUA merupakan  sebagai bentuk 

tradisi pada aspek yang lain bahwa pernikahan yang dilakukan di 

KUA memberikan image yang berbeda bagi sebgian masyarakat, 

alasan yang dikemukakan hampir sama yaitu ketidak nyamanan, 

kurang berkesanan dan tida ada kesan sakral dan sulit disaksikan oleh 

saudara dan tetangga.
53

  

Jadi banyak yang melakukan nikah diluar kantor KUA dengan 

alasan faktor kenyamanan, tradisi atau adat, lebih berkesan, lebih 

syakral, dapat disaksikan oleh orang banyak, lebih mudah karena tidak 

perlu menggunakan mobil untuk mengatar ke KUA dengan 

rombongan, terhindar dari image negatif. 

Bapak yang tidak bisa disebutkan namanya mengutarakan 

kenapa menikah di kantor KUA Metro Timur, pada waktu itu beliau 

pacaran dan hamil di luar nikah akhirnya kabur ke Bengkulu dengan 

mengundang penghulu KUA menikahkan beliau dengan istri beliau di 

rumah. Akan tetapi karena beliau mendaftarkan ke KUA setempat 

menggunakan calo akhirnya  Ada miskomunikasi antara pihak KUA 

bengkulu yang menyebabkan tidak mendapatkan buku nikah dan 
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dianggap nikah sirih, karena beliau domisili metro akhirnya beliau 

menikah ulang dengan mendaftar di KUA Metro Timur
54

. 

Bapak yatno (nama samaran) yang menikah dengan yanti 

(nama samaran) menikah di kantor karena tidak mengadakan pesta 

besar-besaran karena beliau berdua sudah pernah menjadi duda dan 

janda sebelumnya
55

. 

Alasan orang-orang menikah di KUA dikarenakan gratis atau 

nol Rupiah, menurut  bapak ardi  sangat senang dengan peraturan 

pemerintah no 19 tahun 2015 menurut beliau dengan adanya peraturan 

tersebut sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk 

menikah.
56

 Kebanyakan orang yang menikah ketika diwawancarai 

tidak terlalu terbukan dalam mengutarakan alasan menikah di kantor 

KUA, menurut penuturan Kepala KUA Bapak Ahmat Subandi, bahwa 

yang menikah di kantor ada sebagian orang karena ketidakmampuan 

biaya ketika menikah di luar kantor KUA dikenakan tarif Rp. 600.000 

(enam ratus ribu rupiah) dan ada pula rata-rata yang menikah di kantor 

KUA adalah orang yang sebelumnya pernah menikah atau menikah 

sirih karena malu dan berpikir ketika anaknya lahir akan 

membutuhkan akte lahir maka kedua mempelai mendaftarkan ke 
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kantor KUA untuk mendapatkan buku nikah. Adapun yang lainya 

adalah hamil di luar nikah
57

   

C. Implementasi PP no. 19 tahun 2015 tentang Nikah Gratis di KUA 

Metro Timur 

Tertib administrasi adalah merupakan bagian dari courd of law 

yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua pegawai kantor urusan agama 

dalam rangka melaksanakan sebagai  tugas pengadilan di bidang urusan 

agam islam yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat 

terlaksana apabila aparat atau pegawai KUA memahami pengertian 

administrasi yang banyak ditulis oleh para pakar.  Tetapi yang dimaksud 

administrasi dalam tulisan ini adalah suatu proses penyelengaraan oleh 

seorang administratur dan diatur guna melakukan perencanan, 

pelaksanaan dan penggunaan dan pengamanan untuk mencapai tujuan 

pokok yang telah ditetapkan bersama. Yang dimaksud proses adalah 

kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dan terus menerus, artinya 

selesai yang satu harus diikuti dengan pekerjaan yang lain sampai titik 

akhir. Proses ini sendiri meliputi enam hal yaitu, menghimpun, mencatat, 

mengelola, menggadakan, mengirim, dan menyimpan. 

Sedangkan yang dinamakan diatur adalah seluruh kegiatan itu 

harus disusun dan disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat 

keharmonisan dan kesinambungan tugas. Adapun yang dimaksud dengan 

teratur adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengemasan yang 

                                                           
57

 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmat Subandi selaku kepala KUA Metro Timur 
tanggal 9 desember 2018 



dilaksanakan secara terus menerus dan terarah sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, sehingga akan mencapai 

penyelesaian tugas pokok secara maksimal berdasarkan keputusan menteri 

agama RI Nomor 73 tahun 1996 tentang uraian jabatan pada kantor urusan 

agama kecamatan adalah merencanakan dan melaksanakan tugas 

kementerian agama Kabupaten di bidang urusan agama islam serta 

mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama 

Kecamatan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. 

Impelementasi Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2015 tentang 

Nikah Gratis di KUA Metro Timur dari data peristiwa niah pada Januari-

Desember 2017 yaitu peristiwa nikah yang ada di KUA Metro Timur 

sebanyak 254 pernikahan, dan yang menikah di kantor KUA 34 jika di 

persentse 13 % yang menikah di KUA, ini membuktikan bahwa Peraturan 

Pemerintah no 19 tahun 2015 memiliki peran dalam peristiwa perikahan 

yang ada di KUA Metro Timur. 

  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan 

wawancara, membahas dan Menganalisis permasalahan yang penulis angkat, 

maka sebagai hasil penulisan skripsi ini, penulis kemukakan kesimpulan   

1. Peraturan pemerintah no 19 tahun 205 dibutuhkan oleh masyrakat 

karena sebagian masyaraat kecamatan metro timur yang tiak mampu 

memanfaatkan nikah di kantor KUA metro timur 

2. Dari peristiwa nikah yang terjadi dari bulan Januari-Desember 2017 

yaitu 254 dan yang menikah di kantor KUA sebanyak 34 pasangan , 

membuktikan memiliki peran dalam peristiwa pernikahan di kantor 

KUA meskipun banyak yang melatarbelakangi pernikahan yang di 

langsungkan di KUA Metro Timur   

B. Saran  

1. berdasarkan temuan dilapangan, pada dasar peraturan pemerintah no 

19 tahun 2015 nikah gratis apabila menikah di kantor dan bila menikah 

di uar kantor Rp 600.000, sebagian masyrakat merasa terbantu . 

2. untuk penghulu dan petugas di KUA dalam menjalankan rangkaian 

program dan tugas agar senantiasa amanah dan mentaati peraturan 

yang ada. 
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